BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Melalui kajian ilmiah yang telah dilakukan, penulis hendak menyimpulkan
beberapa hal dalam rangka menjawab rumusan-rumusan masalah dari

penelitian ini.
5.1.1. Simpulan atas Rumusan Masalah Pertama

- UUKPKPU kurang komprehensif dalam mengatur dan
menyelesaikan perkara kepailitan yang bersifat transnasional.
Ketentuan yang ada dalam UUKPKPU cenderung lebih difokuskan
untuk menyelesaikan perkara kepailitan domestik. Terlebih,
Indonesia tidak dapat mengakui dan melaksanakan proses serta
keputusan pailit asing mengingat hukum Indonesia saat ini
cenderung mengedepankan asas teritorialisme dalam penyelesaian
kepailitan transnasional. Para pihak yang terlibat dalam suatu

foreign (main) insolvency proceeding*®

(debitor, para kreditor,
maupun foreign insolvency representative yang bersangkutan)
perlu untuk melakukan relitigasi perkara kepailitan di Indonesia,

sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) RV.

- Relitigasi secara umum dinilai inefisien. Relitigasi kepailitan asing
di Indonesia, menyebabkan para pihak yang bersangkutan perlu
untuk mengikuti penyelesaian perkara dari awal hingga eksekusi
putusan pailit berakhir (yang memiliki kompleksitas tersendiri
dibandingkan eksekusi perkara perdata pada umumnya). Ditambah

dengan kurang komprehensifnya peraturan yang ada saat ini untuk

8 Foreign (main) insolvency proceeding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kepailitan asing.
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dapat menyelesaikan proses kepailitan lokal (di hadapan
Pengadilan Niaga) yang mengandung aspek-aspek transnasional,
maka relitigasi perkara kepailitan transnasional di Indonesia dinilai

kurang memadai.
5.1.2 Simpulan atas Rumusan Masalah Kedua

- Model Law memberikan kerangka aturan yang cukup efektif dalam
menyelesaikan perkara kepailitan transnasional. Model Law
menerapkan asas modified universalism sehingga foreign (main)
insolvency proceeding dapat memiliki efek ekstrateritorial, namun
secara bersamaan, kepentingan lokal dari the recognizing state tetap
dapat dikedepankan. Model Law mengatur pengakuan atas foreign
(main) insolvency proceeding yang juga dapat dibarengi oleh
pelaksanaan local insolvency proceeding. Dengan bentuknya
sebagai model undang-undang, pengadopsian Model Law dapat
disesuaikan dengan hukum dan kepentingan dari masing-masing the
enacting state tanpa melalui prosedur formal tertentu (contoh:

ratifikasi).

- Model Law juga menegaskan bahwa foreign proceeding yang dapat
diakui haruslah terkait debitor yang insolven dan bersifat kolektif
agar dapat meminimalisir penyalahgunaan insolvency proceeding
oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Model Law juga mengatur
mengenai pemberian akses terhadap foreign representative oleh the
enacting state agar kepentingan seluruh pihak asing dapat
diakomodir secara kolektif. Beberapa ketentuan lain dalam Model
Law juga dinilai menunjang efisiensi penyelesaian perkara
kepailitan yang mengandung aspek-aspek transnasional, seperti
dengan diaturnya kedudukan yang seimbang antara kreditor lokal
dan asing, diaturnya notifikasi kepada seluruh pihak asing yang

terlibat, diaturnya relief yang bersifat preventif serta provisional,
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dan lainnya. Pengaturan-pengaturan dalam Model Law tersebut
merupakan kekurangan dari UUKPKPU yang ada saat ini.

Model Law memiliki kekurangan dimana kriteria centre of main
interest tidak diatur secara komprehensif. Terlebih, forum lokal
dari masing-masing negara dapat menentukan negara mana yang
memegang centre of main interest tanpa terikat dengan penentuan
centre of main interest yang telah ditetapkan oleh negara lain. Hal
tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai forum mana
yang berkedudukan sebagai main forum dan juga dapat
menimbulkan pertentangan antara tiap forum yang masing-masing
menyatakan/dinyatakan bahwa pihaknya memegang centre of main
interest. Model Law juga tidak memiliki peraturan HPI yang
komprehensif dalam menentukan forum mana yang berwenang
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu yang timbul
akibat pengakuan foreign (main) insolvency proceeding di the
recognizing state dan juga kaidah-kaidah HPI yang dapat
menentukan hukum negara mana berlaku atas permasalahan-
permasalahan tersebut. Persoalan tersebut didasarkan pada

peraturan HPI yang ada dalam masing-masing the enacting state.

Pengadopsian Model Law antar negara dapat berbeda-beda.
Dengan demikian, tidak ada keseragaman peraturan antar negara
terkait ruang lingkup pengakuan foreign (main) insolvency
proceeding. Ketidakseragamaan aturan tersebut juga dapat
menimbulkan perbedaan mekanisme komunikasi dan kerjasama
antar negara yang dapat menghambat penyelesaian kepailitan

transnasional.

Indonesia dapat memperoleh beberapa keuntungan dalam
mengadopsi Model Law. Dengan mengadopsi Model Law, aturan

kepailitan di Indonesia dapat lebih selaras dengan aturan-aturan
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negara lain yang telah mengadopsi Model Law, khususnya dengan
negara-negara asing yang kerap melaksanakan hubungan
perdagangan dengan Indonesia. Pengadopsian Model Law oleh
Indonesia juga dapat mendorong negara-negara lain, khususnya
negara dalam lingkup ASEAN, untuk turut mengadopsi Model
Law. Beberapa negara menerapkan asas resiprositas, baik secara
eksplisit maupun implisit, sehingga apabila Indonesia tidak
menyempurnakan UUKPKPU melalui pengadopsian Model Law,
maka forum negara asing belum tentu dapat dengan mudah
mengakui proses hukum maupun keputusan pailit yang berasal dari
Indonesia. Pengadopsian Model Law juga dinilai dapat

meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun negara asing.
5.2. Rekomendasi

- Indonesia perlu mengubah ketentuan hukumnya agar dapat menyelesaikan
perkara kepailitan transnasional secara lebih cepat, adil, efektif, dan sesuai
dengan kebutuhan perdagangan internasional saat ini. Hal tersebut perlu
dilakukan untuk menunjang pengembalian arus uang (khususnya bagi para
kreditor) demi mempertahankan stabilitas kegiatan usaha dan
perekonomian. Dengan demikian, Indonesia dapat mengadopsi ketentuan
dalam Model Law dengan berbagai pembatasan serta penyesuaian.
Pembatasan dan penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar kepentingan

lokal dapat terakomodir.

- Pembuat undang-undang perlu menentukan, apakah Indonesia perlu
menerapkan asas resiprositas atau tidak, apakah Indonesia akan mengakui
foreign (main) insolvency proceeding atas debitor yang solven atau tidak,
sejauh mana Indonesia akan mengakui foreign (main) insolvency
proceeding yang memiliki pengaturan dan karakteristik yang berbeda
dengan kepailitan lokal, apa saja kriteria dari centre of main interest untuk

dapat menentukan yurisdiksi yang berkedudukan sebagai main forum,
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sejauh mana kewenangan dari foreign representative di wilayah Republik
Indonesia, dalam hal apa Indonesia dapat melaksanakan local insolvency
proceeding setelah adanya pengakuan atas foreign (main) insolvency
proceeding, apakah Indonesia dapat menerapkan mekanisme kerjasama
dan koordinasi antara foreign (main) insolvency proceeding dengan
kepailitan lokal yang sedang berlangsung secara bersamaan atau tidak, dan
lain sebagainya. Pembuat undang-undang di Indonesia perlu untuk
menentukan ruang lingkup dan pembatasan mengenai pelaksanaan relief
yang timbul akibat pengakuan foreign (main) insolvency proceeding.
Indonesia juga harus menyempurnakan undang-undang mengenai
kepailitan agar dapat mengakomodir pelaksanaan local insolvency

proceeding yang mengandung aspek-aspek transnasional.**°

Apabila Indonesia mengadopsi ketentuan Model Law terkait pengakuan
dan pelaksanaaan foreign (main) insolvency proceeding, maka hakim di
Indonesia pada prakteknya harus memiliki pengetahuan yang
komprehensif mengenai sistem dan kaidah hukum kepailitan yang berlaku
di negara lain melalui keahlian perbandingan hukum yang memadai. Hal
tersebut agar hakim di Indonesia dapat mengetahui secara komprehensif
mengenai seluk beluk dari pelaksanaan foreign (main) insolvency
proceeding di forum asing sebelum menentukan: (1) apakah Indonesia
dapat mengakui dan melaksanakan foreign (main) insolvency proceeding
dan (2) apakah hakim dapat memberi persetujuan untuk merepatriasi aset
lokal kepada foreign (main) insolvency proceeding. Pengetahuan dan
keahlian tersebut dibutuhkan agar hakim Indonesia tidak mudah dibohongi
oleh foreign representative dan/atau forum asing terkait perlakuan
terhadap aset dan kreditor lokal di forum asing tersebut. Hakim di

Indonesia juga memerlukan keahlian dan ketelitian dalam menganalisis

% Hal mana kembali dikarenakan meskipun foreign (main) insolvency proceeding telah diakui, menurut
Model Law (apabila kemudian ketentuan ini diadopsi oleh Indonesia), proses kepailitan lokal tetap dapat
dilaksanakan untuk melindungi kepentingan lokal dan/atau membantu mempermudah jalannya foreign (main)
insolvency proceeding.
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fakta-fakta yang ada sehingga dapat memberikan pertimbangan yang

rasional dan adil dalam menentukan lokasi centre of main interest.

Untuk meminimalisir perbedaan peraturan antar negara yang dapat
mengakibatkan inefisiensi penyelesaian perkara, forum shopping,
pertentangan yurisdiksi dan/atau hukum yang berlaku, dan lain
sebagainya, maka Indonesia sepatutnya terikat pada suatu perjanjian
internasional mengenai kepailitan transnasional, khususnya dengan
negara-negara yang terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (negara
anggota ASEAN dan trading partnersnya). Dengan demikian, untuk saat
ini, penulis menyarankan agar Indonesia dapat mengadopsi Model Law.
Sedangkan untuk jangka panjang, penulis menyarankan agar Indonesia
terikat pada suatu perjanjian internasional mengenai kepailitan
transnasional dengan menjadikan Model Law, ketentuan hukum Indonesia
hasil pengadopsian Model Law, dan kasus-kasus (permasalahan-
permasalahan) yang terjadi terkait pengakuan foreign (main) insolvency
proceeding di Indonesia, sebagai acuan yang dapat digunakan Indonesia

dalam merumuskan perjanjian internasional tersebut.
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